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ABSTRAK 
Perumahan dan permukiman merupakan sala satu unsur penting dalam kawasan baik 
di perkotaan maupun di pedesaan. Perumahan-permukiman selain berfungsi sebagai tempat 
hunian penduduk, juga berfungsi sebagai pembentuk sosial-masyarakat, sebagai fungsi 
ekonomi dan berbagai fungsi lainnya (rappoport, doxiadis dan Logan-molotoch). Pada 
kenyataannya, pembangunan perumahan tidak selalu mencapai keberhasilan. Hal ini terjadi 
secara khusus pada perumahan berjenis perumahan mandiri, yaitu perumahan yang dalam 
proses pengadaannya dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat sebagai penghuni 
dimana pembangunan perumahan dianggap sebagai sebuah proses (Housing by process). 
Kegagalan pembangunan perumahan mandiri ini dipengaruhi oleh banyak faktor 
diantaranya adalah adanya keterbatasan ekonomi masyarakat dalam membangun rumah, 
kondisi sumber daya alam yang tidak mendukung untuk menyelenggarakan perumahan 
atau bahkan keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sekitar perumahan 
tersebut. Sebagai contoh perbandingan, bila kita mengamati fisik dan tipologi 
perumahan  di kawasan perkotaan dan di kawasan pinggiran/pedesaan tentu akan sangat 
berbeda. Pada umumnya, perumahan di kawasan perkotaan telah mencapai kondisi 
pencapaian pembangunan yang lebih baik dibandingkan di kawasan pinggiran / pedesaan. 
Kata kunci: Kebijakan Global, perumahan, pembangunan 
1.1. Latar Belakang 
Pembangunan berbagai sektor juga harus berpedoman pada kesepakatan 
global yaitu Agenda 21 dan Millenium Development Goals (MDG). Agenda 21 
merupakan pedoman pembangunan global yang berfungsi sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pembangunan di berbagai belahan dunia. Sedangkan MDG 
adalah lebih berisi tentang  cita-cita dan komitmen jangka panjang bagi seluruh 
dunia untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik.Pandangan lebih jauh 
tentang konteks Agenda 21 dan MDG adalah sejauh mana kedua kebijakan global 
ini dapat menfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan kawasan kota termasuk 
sektor perumahan dan permukiman kota secara global agar proses pembangunan 
yang ada tetap dapat berpedoman pada prinsip sustainable-live. Kedudukan 
penelitian ini adalah sebagai proses sinkronisasi antara konteks lokal (fakta 
dilapangan) terhadap regulasi lokal (RP4D) yang dikaitkan terhadap kebijakan 
global (Agenda 21 dan MDG). Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana 
usaha yang telah dilakukan akan mencapai keberhasilan dan perihal apa saja yang 
perlu diperbaiki pada pembangunan di masa mendatang. 
Untuk mendukung penulisan ini, maka proses penelitian ini dilakukan dengan 
cara melakukan kajian secara kontekstual terhadap proses dan hasil pembangunan 
yang dilakukan khususnya di Kabpaten Sidoarjo Jawa Timur. Lingkup wilayah yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam 
administrasi Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kecamatan Tulangan. Berikut ini adalah peta 
orientasi lokasi Kecamatan Tulangan dalam administrasi Kabupaten Sidoarjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Lokasi Kecamatan Tulangan dalam administrasi Kabupaten Sidoarjo 
 
1.2. Kajian Teori 
1.2.1. Perumahan dan Permukiman Dalam Konteks Agenda 21 dan Millenium 
Development Goals (MDG). 
Agenda 21 merupakan program kesepakatan bersama yang dijalankan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkait dengan pembangunan 
berkelanjutan dan sekaligus sebagai awalan untuk membahas isu terkait 
pemanasan global dan usaha perbaikan kualitas lingkungan.  
 Point penting dalam agenda 21 adalah perumahan bagi seluruh masyarakat 
dunia dan perumahan bagi dunia yang mengkota. Perumahan dalam 
Agenda 21 ini mencakup beberapa tindakan prioritas diantaranya adalah: 
1. Pengembangan perumahan berkelanjutan (Sustainable Human 
Settlements Development) 
2. Ketersediaan air bersih (Urban Water Supplies) 
3. Manajemen limbah padat (Management Of Solid Wastes) 
4. Polusi dan kesehatan di perkotaan (Urban Pollution And Health) 
 
1.2.2. Kaitan Perumahan dan Permukiman Terhadap Perencanaan Kota dan Agenda 
21 Lokal. 
 Dalam pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan, 
perencanaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat kota tidak bisa 
terlepas dari perencanaan kota secara holistik. Permukiman sebagai salah 
satu aspek perkotaan yang sangat penting, maka harus memperoleh 
perhatian secara bijak. Sebelum melihat keterkaitan perumahan dalam 
perencanaan kota, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara 
Agenda 21 (skala lokal) terhadap produk perencanaan yang dihasilkan. 
Dalam konteks perencanaan, suatu pembangunan fisik tidak dapat terlepas 
dari pembangunan infrastruktur (Sarana dan prasarana) juga. Fungsi 
infrastruktur disini adalah sebagai pendukung perencanaan dan 
pembangunan fisik agar dapat berfungsi secara optimal. Begitu juga 
dalam konteks Perencanaan dan pembangunan perumahan dalam suatu 
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wilayah, tidak dapat terlepas dari keintegrasian perencanaan tata ruang 
dimana didalamnya juga tercakup perencanaan infrastruktur. Peranan 
Agenda 21 disini adalah menentukan rencana tindak skala prioritas yang 
nantinya akan didukung oleh perencanaan fisik. 
 
1.2.3. Kaitan Perumahan dan Permukiman  Terhadap Program Pembangunan di 
Indonesia 
 Berbagai perencanaan pembangunan wilayah yang telah dilakukan selama 
ini, tidak terlepas dari visi dan misi perencanaan pembangunan nasional. 
Sedikit penjelasan tentang visi dari pembangunan nasional ini adalah: 
“mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” 
 Visi pembangunan nasional yang ditentukan ini mengarah pada pencapaian 
tujuan nasional, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. 
 Untuk mencapai visi yang dijelaskan diatas, maka perlu ditetapkan juga 
beberapa misi pembangunan nasional. Misi pembangunan yang harus 
dicapai diantaranya adalah: 
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 
dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, 
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 
internasional. 
 
1.3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan 
dikombinasi dengan metode desain. Metode pertama yang digunakan adalah kualitatif 
deskriptif yang mana dilakukan dengan cara observasi dan interview. Teknik observasi yang 
digunakan dengan menggunakan dokumentasi, sedangkan interview dilakukan kepada 
beberapa masyarakat setempat dan ketua RT. Data yang cari adalah data mengenai kondisi 
kampong dilihat dari aspek fisik, social, budaya serta ekonominya. Selain itu interview 
dilakukan untuk mengetahui keinginan masyarakat dalam mengembangkan kampungnya. 
Hal ini sangat penting karena basic terciptanya kampong kue ini adalah melalui 
pembangunan yang buttom-up.  
 
1.4. Analisa dan pembahasan 
1.4.1. Gambaran umum lokasi 
Kecamatan Tulangan merupakan salah satu kecamatan yang tergabung dalam 
wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo dan terbagi kedalam 22 desa / 
kelurahan. 
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Berdasarkan pada jenis pemanfaatan lahannya, Kecamatan Tulangan terdiri bari 
beberapa jenis kegiatan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan ini didominasi 
oleh peruntukan permukiman mandiri dengan tipologi permukiman pedesaan 
dan kegiatan pertanian-perkebunan & budidaya tambak. Komposisi 
pemanfaatan lahan lainnya adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang 
mayoritas adalah tergolong kedalam sektor non-formal dengan skala pelayanan 
lokal. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Visualisasi persebaran lahan terbangun terhadap keberadaan jaringan jalan 
 
Menurut tipologinya, perumahan dan permukiman yang terdapat di 
kecamatan Tulangan tergolong kedalam tipologi permukiman pedesaan. 
Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan, kondisi fisik permukiman di 
Kecamatan Tulangan sangat bervariasi. Namun berdasarkan pada 
pengamatan yang dilakukan secara menyeluruh, mayoritas kondisi permukiman 
di Kecamatan Tulangan telah dapat dikategorikan kedalam permukiman yang 
layak huni.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Kondisi lingkungan permukiman di Kecamatan Tulangan 
 
Berdasarkan pada pengamatan di lapangan, mayoritas fisik perumahan 
di Kecamatan Tulangan dapat dikategorikan sebagai bangunan layak huni. Hal 
ini dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan yang telah menggunakan material 
layak, pondasi yang memadai serta fisik bangunan yang dapat memberikan 
kebutuhan perlindungan penghuninya. 
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Gambar 4. Pemanfaatan material bangunan berbahaya pada fisik bangunan rumah 
 
1.5. Analisa dan Pembahasan 
1.5.1. Konsep Pembangunan Dalam Dunia yang Mengkota 
 Perumahan dan permukiman di Kecamatan Tulangan pada 
mayoritasnya telah dapat dikategorikan sebagai permukiman layak hunian. 
Namun kondisi pembangunan perumahan ini tidak dapat berhenti sampai sini 
saja, pembangunan perumahan dan permukiman di Kecamatan Tulangan 
harus tetap diteruskan khususnya dalam rangka menghadapi tantangan 
kedepan yaitu pembangunan dalam dunia yang mengkota. Oleh sebab itu, 
perlu dilakukan pemikiran inovatif terkait bagaimana konsep pembangunan 
perumahan dan permukiman dalam keterkaitannya terhadap pembangunan 
dunia yang mengkota tersebut.  
 Pemikiran “dunia yang mengkota” dapat dijelaskan secara lebih 
sederhana dengan istilah “globalisasi”. Penjelasan globalisasi ini adalah 
pergeseran fenomena pusat kegiatan ekonomi yang sebagian besar berpusat 
di kota namun kini sudah tidak ada lagi batasan kegiatan ekonomi terhadap 
suatu wilayah kota, tetapi lebih kepada skala yang global atau mendunia. 
Dampak dari adanya globalisasi ini adalah terjadinya proses urbanisasi. 
 Menurut penjelasan pakar, urbanisasi terwujud dalam dua proses, yaitu 
yang diam dan yang bergerak. Bentuk statik/diam adalah bila orang tidak 
berpindah tempat tinggal namun tempatnya mengalami perbaikan layanan 
fasilitas kekotaan sehingga kehidupan membaik. Bentuk dinamik/bergerak 
adalah orang bergerak pindah dari tempat dengan kondisi sederhana menuju 
ke tempat dengan fasilitas yang baik dan banyak pilihan (Johan Silas, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 
Alur berfikir konsep alternatif pembangunan wilayah 
 
  
 Dearsip. Vol 3 no 1 Oktober 2018 
29       
Adanya pusat kegiatan perdagangan (berupa pasar) yang terletak di Desa 
Wonoayu, turut mendorong tumbuhnya sektor perdagangan di Kecamatan 
Tulangan. Adanya pasar ini memberikan dampak pada tren tumbuhnya ruko 
(rumah-toko) yang berdiri di sepanjang jalan besar di Kecamatan Tulangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.2. Konsep Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam Dunia yang 
Mengkota 
Proses perencanaan kota yang ada tidak dapat terlepas dari proses 
perencanaan perumahan dan permukiman. Oleh sebab itu, perhatian ini juga 
harus diberikan dalam konteks perencanaan perumahaan dan permukiman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 
Pertumbuhan sektor perdagangan di Kecamatan Tulangan 
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Gambar 12 
Konsep pembangunan perumahan bagi masyarakat yang mengkota 
 
 
 
 
1.5.3. Perumahan dan permukiman dalam konteks budaya dan pembangunan 
berkelanjutan 
 Konsep pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat 
yang mengkota tidak dapat dipandang terlepas dari nilai-nilai budaya lokal 
dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. oleh sebab itu, teknis 
penerapan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang mengkota ini 
harus tetap memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan prinsip pembangunan 
berkelanjutan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan 
maupun pada tahap pengendalian. 
 Permukiman dalam konteks budaya dilihat berdasarkan berbagai hal 
yang dengan budaya, norma, tradisi dsb. Konteks ini akan lebih mudah terlihat 
pada permukiman yang bersifat tradisional. Permukiman tradisional sering 
direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan 
budaya, yang dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan atau agama 
yang bersifat khusus/unik pada masyarakat tertentu yang berakar dari tempat 
tertentu pula diluar determinasi sejarah. 
 
1.6. Analisa dan Pembahasan 
Berdasarkan pada keseluruhan pembahasan penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai 
berikut. 
1) Terdapat Keterkaitan antara sektor perumahan dan permukiman dalam 
Agenda 21 dan MDG yaitu adalah MDG sebagai cita-cita untuk 
mensejahterakan seluruh manusia serta Agenda 21 sebagai bentuk 
arahan / acuan untuk melakukan pembangunan khususnya spek 
perumahan dan permukiman sevara berkelanjutan. 
2) Terdapat Keterkaitan antara sektor perumahan dan permukiman 
terhadap Perencanaan Kota dan Agenda 21 Lokal yaitu perencanaan 
perumahan dan permukiman tidak terlepas dari perencanaan infrastruktur 
dasar untuk kebutuhan bermukim seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, 
pengolahan limbah dan bentuk pelayanan lainnya. 
3) Terdapat Keterkaitan antara sektor perumahan dan permukiman 
terhadap berbagai program pembangunan yang dilakukan diantaranya 
adalah program pembangunan perumahan, perbaikan kampung, dan 
berbagai program pembangunan lainnya. 
4) Konsep pembangunan perumahan dan permukiman dalam dunia yang 
mengkota di Kabupaten Sidoarjo (spesifik Kec. Tulangan) harus dipahami 
yaitu dengan pemahaman persepsi nilai lebih dari bangunan rumah yang 
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bukan hanya sekedar hunian, namun juga berfungsi sebagai aset 
ekonomi, investasi dan tempat pembentukan lingkungan-sosial.  
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